WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ¢ TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKXSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe bersama Walikota Lhokseumawe telah
menyempurnakan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1395/2018 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2019;

bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam Kebijjakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah mendapat
persetujuan bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota

Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
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Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51595);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentarllg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran —Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibakh
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonsesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Menetapkan

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

28.

29.

30.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dlaam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

QANUN KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019 sebagai

berikut:
(a) Pendapatan Daerah
(b) Belanja Daerah
Surplus/ (Defisit)
(c) Pembiayaan:
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

-5-

Rp.  905.377.392.273,00
Rp. 939.880.767.610,00
Rp.  (34.503.375.337,00)
Rp. 35.503.375.337,00
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 34.503.375.337,00
Rp. 0,00
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Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.442.617.843,00
b. Dana Perimbangan Rp.  632.386.673.960,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 203.548.100.470,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 31.682.500.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 4.583.500.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan Rp. 5.200.000.000,00
d. Zakat Rp. 7.000.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah Rp. 20.976.617.843,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Pendapatan:
a. Transfer Umum Rp. 517.356.395.960,00
b. Transfer Khusus Rp. 115.030.278.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp. 30.176.800.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan  Rp. 25.177.808.119,00
Pemerintahan Daerah Lainnya
c. Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus Rp. 148.193.492.351,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 465.044.398.597,00
b. Belanja Langsung Rp. 474.836.369.013,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp. 326.605.829.001,00
b. Belanja Hibah Rp. 17.135.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.324.600.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota Rp. 0,00

Dan Pemerintahan Desa
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(3)

(1)

(2)

(3)

e. Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prov/ Rp.  110.978.969.596,00
Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp. 63.647.322.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.  216.722.450.968,00

c. Belanja Modal Rp. 194.466.595.845,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 35.503.375.337,00
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pembiayaan:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 35.503.375.337,00
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. ‘ 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
g. Penerimaan dari Investasi Non Permanen Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis

Pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,00
¢. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah : Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:
1. Lampiran 1 Ringkasan APBD;
2. Lampiran 1I Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi SKPD;
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3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran [V Rekapitulasi Belanja

Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

S. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah

untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

0o No

Daerah;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan,;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;

11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggafan sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

Tahun Anggaran ini;

12.Lampiran XlI Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagai

landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Peamber 2018 M
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Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 D&ember 2018 M
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NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (9/149/2018)
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